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SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-25435KT/WPJ.22/KP.0303/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor
Pokok Waijib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini
diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. TOPIK KITA INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 93.844.487.4-414.000

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) D o-

4. Kategori . Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 24 Desember 2019 dan

memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Waijib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh;

b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;

c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM,

d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah
dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN
dan PPnBM,;

e. melakukan pembayaran PPN atas

Daerah Pabean atas Barang Kepa

rwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah

B Sektor Perkebunan, PBB Sektor
Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan
ertambangan Mineral atau Batubara dan
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melakukan perubahan data di KPP terdaftar
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